KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 08 TAHUN 2002

TENTANG

TATA CARA PERMINTAAN, PEMBERIAN, DAN PENGHENTIAN TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Menimbang
: bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Tata cara Permintaan,Pemberian, dan penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor

Mengingat
: 1. Undang Undang Nomor 8 Tahun1974 tentang Pokok-pokok  Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara  Nomor 3041) sebagaimana telah  diubah dengan Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara  Nomor 3890) 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara  Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 49);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara  Nomor 4014) ;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil .
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
: KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGA- RA TENTANG TATA CARA PERMINTAAN, PEMBERIAN, DAN PENGHENTIAN TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR

Pasal   1

Tata cara permintaan, pemberian, dan penghentian tunjangan Jabatan Fungsional Auditor adalah sebagaimana tersebut dalamlam I Keputusan ini.

Pasal   2

Untuk mempermudah pelaksanaan Keputusan ini, dilampirkan salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun2002 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Audotor, sebagaimana tersebut dalamlam II Keputusan ini .

Pasal  3

Apabila dalam melaksanakan Keputusan ini dijumpai kesulitan agar ditanyakan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk mendapat penjelasan.

Pasal  4

Keputusan ini mulaiberlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak ditetapkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 29 Mei2002

KEPALA

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

SUNARTI, SH
LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 

NOMOR     : 08 TAHUN 2002

TANGGAL  : 29 MEI 2002
TAT CARA PERMINTAAN,PEMBERIAN, DAN PENGHENTIAN TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR

I.  PENDAHULUAN
A. UMUM
1. Untuk meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian, dan semangat kerja Auditor telah ditetapkan pemberian tunjangan Jabatan Fungsional Auditor sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2002.

2. dalam Keputusan ini diatur hal-hal yang berkenaan dengan tata cara permintaan, pemberian, dan penghentian tunjangan Jabatan Fungsional Auditor.

B. TUJUAN

Ketentuan dalam Keputusan ini dimaksudkan sebagai pedoman dalampel permintaan,pemberian, dan penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor.
C. PENGERTIAN

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor yang selanjutnya disebut Tunjangan Auditor adalah Tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil  yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Auditor pada Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku .

2. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang berwenang mengangkat,memindahkan, dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil dilingkungannya dalamdan dari Jabatan atau Pejabat lain yang ditunjuk olehnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

II. TATA CARA PERMINTAAN DAN PEMBERIAN TUNJANGAN 
A. PENETAPAN PEMBERIAN TUNJANGAN JABATAN

1. Setiap pemberian Tunjangan Auditor sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2002 harus dilakukan dengan surat Keputusan Pejabat yang berwenang dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam Anak Lampiran I-a Keputusan ini.

2. Pejabat yang berwenang dapat mendelegasikan kepada pjlain dilingkungannya untukmenetapkan Keputusan pemberian Tunjangan Auditor.

3. dalam surat  Keputusan pemberian Tunjangan Auditor harus dicantumkan besarnya Tunjangan yang bersangkutan .

4. asli surat Keputusan pemberian Tunjangan Auditor disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, dan tembusannya kepada :

a. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta ;
b. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta ;

c. kepalaKantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan ;

d. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Pemerintah Daerah yang bersangkutan ;

e. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan ;

f. Pejabat lainyang dipandang perlu .
B. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERHAK MENDAPATKAN TUNJANGAN 

1. Pegawai Negeri Sipil yang berhak mendapatkan Tunjangan Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat danditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Auditor dengan surat Keputusan Pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

2. besarnya Tunjangan Auditor adalah sebagaimana tersebut dalamLam Keputusan Presiden Nomor 23Tahun 2002.
C. PROSEDUR

Pejabat Pembuat Daftar Gaji mengajukan usul permintaan pembayaran Tunjangan Auditor bersamaan dengan permintaan gaji kepada Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kepala Biro/Bagian keuangan Pemerintah Daerah yang bersangkutan dengan melampirkan :
a. Surat Keputusan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Auditor.

b. Surat Keputusan pemberian TunAuditor

c. Surat pernyataan melaksanakan tugas atau surat pernyataan telah menduduki Jabatan .
D. PEMBAYARAN TUNJANGAN JABATAN 

1. Tunjangan Auditor diberikan terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya setelah Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugas yang dinyatakan dengan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dari Pejabat yang berwenang, dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam Anak Lampiran I-b.
2. pelaksanaan tugas yang dimuali tanggal 1(satu), Tunjangan Auditor dibayarkan pada bulan yang bersangkutan 

3. pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 2 apabila bertepatan dengan harilibur sehingga pelaksanaan  tugasnya dilaksanakan pada tanggal berikutnya, pemberian Tunjangan Auditor dibayarkan mulai bulan itu juga.

4. kepada Pegawai Negeri Sipil yang pada tg1 Januari 2002 dan atau setelah ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2002 masih menduduki Jabatan Fungsional Auditor, pembayaran Tunjangan Auditor dilakukan berdasarkan Surat Pernyataan Telah Menduduki Jabatan dan Pejabat yang berwenang, dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam Anak Lampiran I-c.

5. untuk  kelancaran pembayaran Tunjangan Auditor, maka setiap permulaan tahun anggaran,Pejabat yang berwenang membuat surat pernyataan masih menduduki Jabatan bagi para Pegawai Negeri Sipil dilingkungannya, dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam Anaka Lampiran  I-d.

6. untuk kelancaran pemberian Tunjangan Auditor, Pejabat yang berwenang dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada Pejabat lain dalam dilingkungannya untuk membuat sura pernyataan melaksanakan tugas, surat pernyataan telah menduduki Jabatan, atau surat pernyataan masih menduduki Jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1, 4 dan 5.  

7. asli Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas/Surat Pernyataan Telah Menduduki Jabatan / Surat Pernyataan Masik Menduduki Jabatan sebagaimana tersebut pada angka 1, 4, dan 5 disampaikan kepada Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Pemerintah Daerah yang bersangkutan dan tembusdannya kepada :

a. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian ;

b. Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan ;

c. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan ;

d. Pejabat Pembuata daftar Gaji yang bersangkutan ;

e. Pjlain yang dipandang perlu.

III. PENGHENTIAN PEMBAYARAN TUNJANGAN JABATAN

1. Pembayaran Tunjangan Auditor dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan :

a. diberhentikan dari Jabatan fauditor

b. berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil .

c. dibebaskan sementara dari Jabatan fauditor ;

d. diperbantukan secara penuh di instansi lain dan tidak melaksanakan tugas sebagai auditor ;

e. dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan darij berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

f. sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara, atau

g. dijatuhi hukuman penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukumyang tetap.
2. Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukumandisiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidakl ataspermintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagaipn, walaupun kemudian mengajukan banding ke Badan pertimbangan Kepegawaian , Tunjangan Auditor tetap dihentikan. 
3. Tunjangan  Auditor yang dihentikan sebagaimana dimaksud dalamangka 2 dapat dibayarkan kembali setelah ada Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian yang meringankan hukuman tersebutserta diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Auditor dan dinyatakan telah melaksanakan tugasoleh Pejabat yang berwenang.
Umpamanya :

Seorang Auditor pada Badan Kepegawaian Negara bernama Haryono, SH NIP 260006714 telah dijatuhi hukuman disiplin berat yaitu pemberhentina dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan berlaku terhitung mulai tanggal 15 September 2002.Dalam batas tenggang waktu 14 hari setelah diterimanya Keputusan, Sdr. Haryono, SH mengajukan banding ke Badan Pertimbangan Kepegawaian   (Bapek). Setelah malalui proses akhirnya Badan Pertimbangan Kepegawaian pada tanggal 20 Januari 2003 memutuskan bahwa hukuman terhadap Sdr. Haryono,SH diubah menjadi hukumandisilpin sedang. Setelah diaktifkan serta dengan kembali dalam Jabatan Fungsional Auditor, dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Kembali baru ditandatangani Kepala Badan Kepegawaian Negara tanggal  20 Pebruari 2003 .

Dalam hal demikian :

a. Tunjangan Auditor Sdr. Haryono, SH dihentikan terhitung mulai bulan Oktober 2002 sampai dengan Pebruari 2003 .

b. Tunjangan Auditor dibayarkan kembali terhitung mulai bulan Maret 2003 dan seterusnya,setelah secara nyata melaksanakan tugas kembali dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Kembali diterima oleh Kepala Kantor Perbendaharaan danKas Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Pemerintah Daerah .  

4. Tunjangan Auditor dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya sejak yang bersangkutan menjalani cuti besar atau cuti diluar tanggungan negara. Apabila pegawai yang berhak atasTun Auditor menjalani cuti besar atau cuti diluar tanggungan negara untuk persalinan anak selama 1 (satu) bulan atau lebih, maka Tunjangan Jabatannya dapat dibayarkan kembali setelah yang bersangkutan telah melaksanakan tugasnya kembali. Apabila cuti diluar tanggungan negara bukan karena persalinan, maka Tunjangan dibayarkan setelah diangkat dalam Jabatan Fungsional Auditor dan dinyatakan melaksanakan tugas.

Umpamanya :

Seorang auditorpada Badan pengawasan Keuangandan pembangunan yang menjalani cuti diluar tanggungan negara untuk  persalinan anak ke 4 (empat) selama 2 (dua) bulan terhitung mulai tanggal 20 Nopember 2002 sampai dengan 20 Januari 2003. Setelah selesai menjalani cuti diluar tanggungan negara untuk persalinan anak ia mulai bekerja kembali terhitung mulai tanggal 21 Januari 2003.

Dalam hal yang demikian :

a. Dihentikan pembayaran Tunjangan auditor untuk bulan Desember 2002 danJanuari 2003

b. Diberikan kembali Tunjangan auditor untuk bulan Pebruari 2003 dan sterusnya. 

5. Pejabat  Fungsional yang diberhentikan dari Jabatannya, umpamanya bepergian keluar negeri, tugas belajar untuk jangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih, Tunjangan auditornya dihentikan terhitung mulai bulan ketujuh. Tunjangan auditor dibayarkan kembali setelah diangkat dalamj Fung sional auditor dan dinyatakan telah melaksanakan tugas kembali oleh Pejabat yang berwenang . Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Kem bali dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam Anak Lampiran I-e.

Umpamanya :

Seorang auditor ditugaskan mengikuti tugas belajar mulaitg 10 Oktober 2002 sampai dengan 10 Desember 2004. Auditor tersebut dinyatakanbekerja kembali terhitung mulai tanggal 28 Desember 2004.

Dalamhal yang demikian :

a. Tunjangan auditor untuk bulan Nopember 2002 Sampai dengan bulan April 2003 tetap dibayarkan ;

b. Tunjangan auditor dihentikan terhitung mulai bulan Mei 2003 sampai dengan Desember 2004.

c. Dibayarkan kembali Tunjangan Jabatan Fungsional auditor mulai bulan Januari 2005 dan seterusnya, apabila telah diangkat dalam Jabatan Fungsional auditor dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Kembali telah diterima oleh KepalaKantor Perbendaharaan danKas Negara/karo/BagianKeuangan Pemerintah Daerah yang bersangkutan .

6. surat Keputusan  penghentian sementara Tunjangan Jabatan dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam Anak Lampiran I-Fungsional
7. Pejabat yang berwenang mengeluarkan surat Keputusan pemberhentian/pembebasan sementara dari Jabatan dan pemberian surat izin cuti diluar tanggungfan negara/cuti besar, serta surat tugasbelajar, menyampaikan asli surat Keputusan  atau asli surat izin atau surat tugas belajar tersebut kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, dan tembusannya kepada :

a. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up Deputi Bidang Informasi Kepegawaian 

b. Pimpinan instansi yang bersangkutan ;
c. Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan 
d. Kepala Kantor Perbendaharaan dan KasNegara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Pemerintah Daerah yang bersangkutan ;
e. Pejabat Pembuat Daftar Gaji ;
f. Pjlain yang dipandang perlu
IV. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor  17/KEP/M.PAN/4/2002 tanggal 9 April 2002 sebagaimana tersebut dalam Lampiran  Ib Keputusan ini, penamaan jenjang Jabatan Fungsional auditor ditetapkan sebagai berikut :

a. Jenjang Ahli :

1) Auditor Ahli Utama menjadi Auditor Ahli utama

2) Auditor Ahli Madya menjadi Auditor Ahli Madya

3) Auditor Ahli Muda menjadi Auditor Ahli Muda

4) Auditor Ahli Pratama  menjadi Auditor Ahli Pertama

b. Jenjang Trampil :

1) Auditor Trampil Muda menjadi Auditor Penyelia

2) Auditor Trampil Pratama menjadi Auditor Pelaksana Lanjutan

3) Auditor Trampil Pemula menjadi Auditor pelaksana

2. Pegawai Negeri Sipil  yang belum ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2002 telah diangkat dalamj Fungsional auditor dan sebelumnya menduduki Jabatan Struktural serta diberikan Tunsebesar Tunjangan  Jabatan Struktural , apabila :
a. Tunjangan Jabatan Struktural yang diterima lebih kecil dari Tunjangan auditor maka kepada yang bersangkutan diberikan selisih Tunjangan auditor ;
Umpamanya :

Seorang Pegawai Negeri Sipil sebelumnya menduduki Jabatan Struktural eselon IIIA kemudian diangkat dalamj Fungsional auditor Ahli Madya dan diberikan Tunjangan sebesar Tunjangan Jabatan Struktural eselon IIIA yaitu Rp. 600.000,-. Dalam haldemikian, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 23  Tahun 2002  besarnya Tunjangan  auditor Ahli Madya adalah Rp. 725.000,- maka selisih Tunjangan Auditor Ahli Madya tersebut tetap dibayarkan kepada yang bersangkutan .
b. Tunjangan  Jabatan Struktural yang diterima lebih besar dariTun Auditor maka selisih Tunjangan yang pernah diterima tidak ditarik kembali. Selanjutnya mulai bulan berikutnya setelah ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2002 Tunjangan yang dibayarkan adalah sebesar Tunjangan Auditor berdasarkan Keputusan Presiden  Nomor 23 Tahun 2002.
Umpamanya :

Seorang Pegawai Negeri Sipil sebelumnya menduduki Jabatan Struktural eselon IIB,kemudian diangkat dalam Jabatan Fungsional Auditor Ahli Madya dan diberikan Tunjangan sebesar Tunjangan Jabatan Struktural eselon IIByaitu Rp. 1.500.000,-. Dalam haldemikian, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2002 besarnya Tunjangan Auditor AhliMadya adalah Rp. 725.000,- maka selisih Tunjangan Jabatan Struktural tersebut tidakperlu dikembalikan oleh yang bersangkutan. Mulai bulan Mei 2002 Tunjangan yang dibayarkan adalah sebesar rp. 725.000,-

3. apabila terjadi kenaikan jenjang Jabatan Fungsional auditor, maka Pejabat yang berwenang menetapkan Keputusan kenaikan jenjang Jabatan, serta Keputusan pemberian Tunjangan sesuai  tingkat Jabatan tersebut. Pemberian Tunjangan Auditor tersebut dapat ditetapkan sekaligus dalam Keputusan pengangkatan atau kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Auditor tersebut .
4. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Auditor setelah berlakunya Keputusan ini, pemberian Tunjangan Jabatannya ditetapkan berdasarkan Keputusan ini .

5. Keputusan Pejabat yang berwenang tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional  auditor yang ditetapkan sebelum berlakunya Keputusan  ini, dinyatakan tetap berlaku. 
V. PENUTUP

Demikian untuk dapat dilaksanakandengan sebaik-baiknya.
KEPALA

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

SUNARTI, SH
ANAK LAMPIRAN I-A KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR
:  08 TAHUN 2002

TANGGAL
:  29 MEI 2002

KEPUTUSAN MENTERI/KEPALA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA ………1)

NOMOR : ……………………2)

PEMBERIAN TUNJANGAN JABATAN ………….3)

MENTERI/KEPALA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA …………1)
Menimbang
: a.  bahwa dengan Keputusan ………1) Nomor …….. tanggal ……..4), Sdr. ……..5) telah diangkat dalamj ………..3)
b. Bahwa dalam rangka usaha meningkatkan mutu,  prestasi, pengabdian, semangat kerja bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat  dan ditugaskan secara penuh sebagai Pejabat ……………..3) dipandang perlu menetapkan pemberian tun Jabatan Fungsional ………3) sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2002.
Mengingat
: 1.  Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 ;

1. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 ;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1994 ;

3. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 ;

4. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2002 ;

5. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 17/KEP/M.PAN/4/2002 ;

6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 08 Tahun 2002 .

MEMUTUSKAN

Menetapkan
:

PERTAMA
: Memberikan Tunjangan Jabatan ……..3) kepada :

Nama
: ………………………………..5)

Nip
: ………………………….…….6)

Tempat tanggal lahir
: …………………………….….7)

Pangkat/golongan ruang 
: ……………………………….8)
Jabatan 
: ………………………………3)

Satuan Organisasi 
: ………………………………9)

Instansi
: …………………………….10)

KEDUA
: Tunjangan Jabatan ……….3) sebagai tersebut pada diktum PERTAMA diberikan sebesar Rp. ………………..11) (………………) sebulan terhitung mulai tanggal ………….12)

KETIGA
: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di …………………..13)

Pada tanggal ………………….14)

MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/
WALIKOTA ……………..1)

(………………….15) )
Tembusan, Yth :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan ;

2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Kepegawaian ;

3. Kepala Kantor Regional ………… Badan Kepegawaian Negara di ……………..16) ;

4. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Instansi/Kabupaten/Kota  di …………………17) ;

5. Pejabat Pembuat daftar Gaji yang bersangkutan ;

6. Pejabat lain yang dipandang perlu .

PETUNJUK  PERNGISIAN ANAK LAMPIRAN I-a
	NO
	NOMOR KODE
	URAIAN

	1
	1)
	Tulislah nama Jabatan yang menetapkan pemberian Tunjangan Jabatan 

	2
	2)
	Tulislah Nomor Keputusan Pejabat yang menetapkan pemberian Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor

	3
	3)
	Tulislah nama Jabatan Fungsional Auditor Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan 

	4
	4)
	Tulislah Nomor dan tanggal ditetapkan Keputusan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional 

	5
	5)
	Tulislah nama Pegawai Negeri Sipil yang berhak menerima Tunjangan Jabatan 

	6
	6)
	Tulislah  NIP Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut pada angka 5

	7
	7)
	Tulislah  tempat dan tanggal lahir Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan 

	8
	8)
	Tulislah pangkat dan golongan ruang Pegawai Negeri Sipil yang dimaksud pada angka 5

	9
	9)
	Tulislah satuan Organisasi/Unit tempat bekerja Pegawai Negeri Sipil tersebut pada angka 5

	10
	10)
	Tulislah instansi tempat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut pada angka 5

	11
	11)
	Tulislah dalam angka dan huruf besarnya Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor yang menjadi hak Pegawai Negeri Sipil 

	12
	12)
	Tulislah tanggal mulai Pegawai Negeri Sipil tersebut berhak menerima Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor

	13
	13)
	Tulislah tempat ditetapkannya Keputusan pemberian Tunjangan Jabatan tersebut

	14
	14)
	Tulislah tanggal ditetapkan Keputusan tersebut

	15
	15)
	Tulislah nama Pejabat dan NIP  Pejabat yang menandatangani Keputusan tersebut 

	16
	16)
	Tulislah nama dan tempat Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang meliputi Wilayah kerja Pegawai Negeri Sipil tersebut melaksanakan tugas

	17
	17)
	Tulislah nama tempat Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan dimana Pegawai Negeri Sipil tersebut diangkat menduduki Jabatan Fungsional .


ANAK LAMPIRAN I-B KEPUTUSAN KEPALA  BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 

: 08 TAHUN 2002

TANGGAL 
: 29 MEI 2002

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS

NOMOR ………….1)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama
: ………………………..2)

NIP
: ………………………..3)

Pangkat/golongan ruang
:………………………...4)

Jabatan 
: ……………………….5)

 Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :
Nama
: ………………………..6)

NIP
: ………………………..7)

Pangkat/golongan ruang
:………………………...8)

Jabatan 
: ………………………..9)

Unit Organisasi 
: ………………………10)

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri/Kepala/Gubernur/Bupati/Walikota ……..11) Nomor …………. Tanggal ………….12) telah  melaksanakan tugas  terhitung mulai tanggal …………………13), dan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun2002, yang bersangkutan diberi Tunjangan Jabatan ………………..sebesar Rp. …………….14) (…………………) sebulan terhitung mulai tanggal ………………..15)

Demikian surat pernyataan inisaya buat dengansesungguhnya dengan mengingat sumpah Jabatan / Pegawai Negeri Sipil. Apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar, yang mengakibatkan kerugian terhadap negara,maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Pemerintah Daerah di …………………16)

…………..,………………….17)

Pejabat yang membuat pernyataan

(………………………….18) )

tembusan Yth.:
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Kepegawaian ;

2. Kepala Kantor Regional ………… Badan Kepegawaian Negara di ……………..19) ;

3. Pejabat Pembuat daftar Gaji yang bersangkutan ;

4. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan ;

5. Pejabat lain yang dipandang perlu .

PETUNJUK  PERNGISIAN ANAK LAMPIRAN I-b

	NO
	NOMOR KODE
	URAIAN

	1
	1)
	Tulislah Nomor surat Pejabat  yang membuat pernyataan melaksanakan tugas sebagai Auditor 

	2
	2)
	Tulislah nama Pejabat yang membuat pernyataan

	3
	3)
	Tulislah NIP dan Pejabat yang membuat pernyataan

	4
	4)
	Tulislah pangkat dan golongan ruang  dari Pejabat yang membuat pernyataan

	5
	5)
	Tulislah nama Jabatan dati Pejabat yang membuat pernyataan 

	6
	6)
	Tulislah  Pegawai Negeri Sipil yang berhakmenerimaTun Jabatan Fungsional Auditorberdasarkan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun2002

	7
	7)
	Tulislah  NIP Pegawai Negeri Sipil tersebut yang dimaksud dalam angka 6 di atas

	8
	8)
	Tulislah pangkat dan golongan ruang Pegawai Negeri Sipil yang dimaksud pada angka 6

	9
	9)
	Tulislah nama Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan 

	10
	10)
	Tulislah iUnit Organisasi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bekerja

	11
	11)
	Tulislah nama Jabatan dati Pejabat yang menetapkan surat Keputusan tentang penmgangkatan Pegawai Negeri Sipil yang dimaksuddalam Jabatan Fungsional  

	12
	12)
	Tulislah Nomor dan  tanggal surat Keputusan  pengangkatan dalam Jabatan Fungsional tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun2002

	13
	13)
	Tulislah tempat bulan dan tahun Pegawai Negeri Sipil  sebagaimana tersebut dalam angka 6 di atas secara nyata mulaimelaksanakantugas.

	14
	14)
	Tulislah  dengan angka dan huruf besarnya Tunjangan Jabatan yang dimaksud dengan angka 9 di atas menurut Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun2002 .

	15
	15)
	Tulislah tanggal mulai Pegawai Negeri Sipil berhakmenerima Tunjangan dimaksud 

	16
	16)
	Tulislah nama tempat Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan dimana Pegawai Negeri Sipil tersebut melaksanakan tugas

	17
	17)
	Tulislah tempat dan tanggal ditetapkan Keputusan ini

	18
	18)
	Tulislah nama terang dan NIP danpj yangmembuat surat pernyataan.

	19
	19)
	Tulislah nama dan tempat Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang meliputi Wilayah kerja Pegawai Negeri Sipil tersebut melaksanakan tugas


ANAK LAMPIRAN I-c KEPUTUSAN KEPALA  BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 

: 08 TAHUN 2002

TANGGAL 
: 29 MEI 2002

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS

NOMOR ………….1)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama
: ………………………..2)

NIP
: ………………………..3)

Pangkat/golongan ruang
:………………………...4)

Jabatan 
: ……………………….5)

 Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

Nama
: ………………………..6)

NIP
: ………………………..7)

Pangkat/golongan ruang
:………………………...8)

Jabatan 
: ………………………..9)

Unit Organisasi 
: ………………………10)

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri/Kepala/Gubernur/Bupati/Walikota ……..11) Nomor …………. Tanggal ………….12) telah  melaksanakan tugas  terhitung mulai tanggal …………………13), dan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun2002, yang bersangkutan diberi Tunjangan Jabatan ………………..sebesar Rp. …………….14) (…………………) sebulan terhitung mulai tanggal ………………..15)

Demikian surat pernyataan inisaya buat dengansesungguhnya dengan mengingat sumpah Jabatan / Pegawai Negeri Sipil. Apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar, yang mengakibatkan kerugian terhadap negara,maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Pemerintah Daerah di …………………16)

…………..,………………….17)

Pejabat yang membuat pernyataan

(………………………….18) )

tembusan Yth.:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Kepegawaian ;

2. Kepala Kantor Regional ………… Badan Kepegawaian Negara di ……………..19) ;

3. Pejabat Pembuat daftar Gaji yang bersangkutan ;

4. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan ;

5. Pejabat lain yang dipandang perlu .

PETUNJUK  PERNGISIAN ANAK LAMPIRAN I-c

	NO
	NOMOR KODE
	URAIAN

	1
	1)
	Tulislah Nomor surat Pejabat  yang membuat pernyataan melaksanakan tugas sebagai Auditor 

	2
	2)
	Tulislah nama Pejabat yang membuat pernyataan

	3
	3)
	Tulislah NIP dan Pejabat yang membuat pernyataan

	4
	4)
	Tulislah pangkat dan golongan ruang  dari Pejabat yang membuat pernyataan

	5
	5)
	Tulislah nama Jabatan dati Pejabat yang membuat pernyataan 

	6
	6)
	Tulislah  Pegawai Negeri Sipil yang berhakmenerimaTun Jabatan Fungsional Auditorberdasarkan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun2002

	7
	7)
	Tulislah  NIP Pegawai Negeri Sipil tersebut yang dimaksud dalam angka 6 di atas

	8
	8)
	Tulislah pangkat dan golongan ruang Pegawai Negeri Sipil yang dimaksud pada angka 6

	9
	9)
	Tulislah nama Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan 

	10
	10)
	Tulislah iUnit Organisasi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bekerja

	11
	11)
	Tulislah nama Jabatan dati Pejabat yang menetapkan surat Keputusan tentang penmgangkatan Pegawai Negeri Sipil yang dimaksuddalam Jabatan Fungsional  

	12
	12)
	Tulislah Nomor dan  tanggal surat Keputusan  pengangkatan dalam Jabatan Fungsional tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun2002

	13
	13)
	Tulislah tempat bulan dan tahun Pegawai Negeri Sipil  sebagaimana tersebut dalam angka 6 di atas secara nyata mulaimelaksanakantugas.

	14
	14)
	Tulislah  dengan angka dan huruf besarnya Tunjangan Jabatan yang dimaksud dengan angka 9 di atas menurut Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun2002 .

	15
	15)
	Tulislah tanggal mulai Pegawai Negeri Sipil berhak menerima Tunjangan dimaksud 

	16
	16)
	Tulislah nama tempat Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan dimana Pegawai Negeri Sipil tersebut melaksanakan tugas

	17
	17)
	Tulislah tempat dan tanggal ditetapkannya Keputusan ini

	18
	18)
	Tulislah nama dan tempat Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang meliputi Wilayah kerja Pegawai Negeri Sipil tersebut melaksanakan tugas


ANAK LAMPIRAN I-d KEPUTUSAN KEPALA  BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 

: 08 TAHUN 2002

TANGGAL 
: 29 MEI 2002

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS

NOMOR ………….1)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama
: ………………………..2)

NIP
: ………………………..3)

Pangkat/golongan ruang
:………………………...4)

Jabatan 
: ……………………….5)

 Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

Nama
: ………………………..6)

NIP
: ………………………..7)

Pangkat/golongan ruang
:………………………...8)

Jabatan 
: ………………………..9)

Unit Organisasi 
: ………………………10)

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri/Kepala/Gubernur/Bupati/Walikota ……..11) Nomor …………. Tanggal ………….12) telah  melaksanakan tugas  terhitung mulai tanggal …………………13), dan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun2002, yang bersangkutan diberi Tunjangan Jabatan ………………..sebesar Rp. …………….14) (…………………) sebulan terhitung mulai tanggal ………………..15)

Demikian surat pernyataan inisaya buat dengansesungguhnya dengan mengingat sumpah Jabatan / Pegawai Negeri Sipil. Apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar, yang mengakibatkan kerugian terhadap negara,maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Pemerintah Daerah di …………………16)

…………..,………………….17)

Pejabat yang membuat pernyataan

(………………………….18) )

tembusan Yth.:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Kepegawaian ;

2. Kepala Kantor Regional ………… Badan Kepegawaian Negara di ……………..17) ;

3. Pejabat Pembuat daftar Gaji yang bersangkutan ;

4. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan ;

5. Pejabat lain yang dipandang perlu .

PETUNJUK  PERNGISIAN ANAK LAMPIRAN I-d

	NO
	NOMOR KODE
	URAIAN

	1
	1)
	Tulislah Nomor surat Pejabat  yang membuat pernyataan melaksanakan tugas sebagai Auditor 

	2
	2)
	Tulislah nama Pejabat yang membuat pernyataan

	3
	3)
	Tulislah NIP dan Pejabat yang membuat pernyataan

	4
	4)
	Tulislah pangkat dan golongan ruang  dari Pejabat yang membuat pernyataan

	5
	5)
	Tulislah nama Jabatan dati Pejabat yang membuat pernyataan 

	6
	6)
	Tulislah  Pegawai Negeri Sipil yang berhakmenerimaTun Jabatan Fungsional Auditorberdasarkan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun2002

	7
	7)
	Tulislah  NIP Pegawai Negeri Sipil tersebut yang dimaksud dalam angka 6 di atas

	8
	8)
	Tulislah pangkat dan golongan ruang Pegawai Negeri Sipil yang dimaksud pada angka 6

	9
	9)
	Tulislah nama Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan 

	10
	10)
	Tulislah iUnit Organisasi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bekerja

	11
	11)
	Tulislah nama Jabatan dati Pejabat yang menetapkan surat Keputusan tentang penmgangkatan Pegawai Negeri Sipil yang dimaksuddalam Jabatan Fungsional  

	12
	12)
	Tulislah Nomor dan  tanggal surat Keputusan  pengangkatan dalam Jabatan Fungsional tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun2002

	13
	13)
	Tulislah tempat bulan dan tahun Pegawai Negeri Sipil  sebagaimana tersebut dalam angka 6 di atas secara nyata mulaimelaksanakantugas.

	14
	14)
	Tulislah  dengan angka dan huruf besarnya Tunjangan Jabatan yang dimaksud dengan angka 9 di atas menurut Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun2002 .

	15
	15)
	Tulislah tanggal mulai Pegawai Negeri Sipil berhak menerima Tunjangan dimaksud 

	16
	16)
	Tulislah nama tempat Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan dimana Pegawai Negeri Sipil tersebut melaksanakan tugas

	17
	17)
	Tulislah tempat dan tanggal ditetapkannya Keputusan ini

	18
	18)
	Tulislah nama dan tempat Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang meliputi Wilayah kerja Pegawai Negeri Sipil tersebut melaksanakan tugas


ANAK LAMPIRAN I-e KEPUTUSAN KEPALA  BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 

: 08 TAHUN 2002

TANGGAL 
: 29 MEI 2002

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS

NOMOR ………….1)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama
: ………………………..2)

NIP
: ………………………..3)

Pangkat/golongan ruang
:………………………...4)

Jabatan 
: ……………………….5)

 Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

Nama
: ………………………..6)

NIP
: ………………………..7)

Pangkat/golongan ruang
:………………………...8)

Jabatan 
: ………………………..9)

Unit Organisasi 
: ………………………10)

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri/Kepala/Gubernur/Bupati/Walikota ……..11) Nomor …………. Tanggal ………….12) telah  melaksanakan tugas  terhitung mulai tanggal …………………13), dan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun2002, yang bersangkutan diberi Tunjangan Jabatan ………………..sebesar Rp. …………….14) (…………………) sebulan terhitung mulai tanggal ………………..15)

Demikian surat pernyataan inisaya buat dengansesungguhnya dengan mengingat sumpah Jabatan / Pegawai Negeri Sipil. Apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar, yang mengakibatkan kerugian terhadap negara,maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Pemerintah Daerah di …………………16)

…………..,………………….17)

Pejabat yang membuat pernyataan

(………………………….18) )

tembusan Yth.:

6. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Kepegawaian ;

7. Kepala Kantor Regional ………… Badan Kepegawaian Negara di ……………..19) ;

8. Pejabat Pembuat daftar Gaji yang bersangkutan ;

9. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan ;

10. Pejabat lain yang dipandang perlu .

PETUNJUK  PERNGISIAN ANAK LAMPIRAN I-e

	NO
	NOMOR KODE
	URAIAN

	1
	1)
	Tulislah Nomor surat Pejabat  yang membuat pernyataan melaksanakan tugas sebagai Auditor 

	2
	2)
	Tulislah nama Pejabat yang membuat pernyataan

	3
	3)
	Tulislah NIP dan Pejabat yang membuat pernyataan

	4
	4)
	Tulislah pangkat dan golongan ruang  dari Pejabat yang membuat pernyataan

	5
	5)
	Tulislah nama Jabatan dati Pejabat yang membuat pernyataan 

	6
	6)
	Tulislah  Pegawai Negeri Sipil yang berhakmenerimaTun Jabatan Fungsional Auditorberdasarkan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun2002

	7
	7)
	Tulislah  NIP Pegawai Negeri Sipil tersebut yang dimaksud dalam angka 6 di atas

	8
	8)
	Tulislah pangkat dan golongan ruang Pegawai Negeri Sipil yang dimaksud pada angka 6

	9
	9)
	Tulislah nama Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan 

	10
	10)
	Tulislah iUnit Organisasi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bekerja

	11
	11)
	Tulislah nama Jabatan dati Pejabat yang menetapkan surat Keputusan tentang penmgangkatan Pegawai Negeri Sipil yang dimaksuddalam Jabatan Fungsional  

	12
	12)
	Tulislah Nomor dan  tanggal surat Keputusan  pengangkatan dalam Jabatan Fungsional tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun2002

	13
	13)
	Tulislah tempat bulan dan tahun Pegawai Negeri Sipil  sebagaimana tersebut dalam angka 6 di atas secara nyata mulaimelaksanakantugas.

	14
	14)
	Tulislah  dengan angka dan huruf besarnya Tunjangan Jabatan yang dimaksud dengan angka 9 di atas menurut Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun2002 .

	15
	15)
	Tulislah tanggal mulai Pegawai Negeri Sipil berhak menerima Tunjangan dimaksud 

	16
	16)
	Tulislah nama tempat Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan dimana Pegawai Negeri Sipil tersebut melaksanakan tugas

	17
	17)
	Tulislah tempat dan tanggal ditetapkannya Keputusan ini

	18
	18)
	Tulislah nama dan tempat Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang meliputi Wilayah kerja Pegawai Negeri Sipil tersebut melaksanakan tugas


ANAK LAMPIRAN I-f KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR
:  08 TAHUN 2002

TANGGAL
:  29 MEI 2002

KEPUTUSAN MENTERI/KEPALA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA ………1)

NOMOR : ……………………2)

PEMBERIAN TUNJANGAN JABATAN ………….3)

MENTERI/KEPALA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA …………1)
Menimbang
: a.  bahwa Sdr.………4) NIP ……..5), berdasarkan Keputusan Menteri/Kepala/Gubernur/Bupati/Walikota …….. 6) Nomor …….. tanggal …………….7) yang bersangkutan ditugaskan sebagai……… dan diberikan Tunjangan sebesar Rp. ………..8) (…………………….) sebulan terhitung mulai tanggal ………..9)

b. Bahwa berdasarkan Keputusan ………………….10) Nomor …………. Tanggal …………………11) Sdr. …………4) tersebut dimutasi/dipindahkan/ ………..12) ………….. terhitung mulai tanggal ……………..13).

c. Bahwa berhubung dengan itu perlu ditetapkan penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional …………..3)

Mengingat
: 1.  Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 ;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1994 ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 ;

5. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2002 ;

6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 08 Tahun 2002 .

MEMUTUSKAN

Menetapkan
:

PERTAMA
: Menghentikan Tunjangan Jabatan ……..3) Saudara :

Nama
: ………………………………..4)

Nip
: ………………………….…….5)

Jabatan 
: ………………………………14)

Satuan Organisasi 
: ………………………………15)

KEDUA
: Penghentian Tunjangan Jabatan ……….3) sebagai tersebut pada diktum PERTAMA adalah  terhitung mulai tanggal ………….16)

KETIGA
: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalamk ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya .
Asli  Keputusan ini disampaikan kepada  pegawai yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di …………………..17)

Pada tanggal ………………….18)

MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/
WALIKOTA ……………..1)

(………………….19) )
Tembusan, Yth :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Kepegawaian ;

2. Kepala Kantor Regional ………… Badan Kepegawaian Negara di ……………..20) ;

3. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Instansi/Kabupaten/Kota  di …………………21) ;

4. Pejabat Pembuat daftar Gaji yang bersangkutan ;

5. Pejabat lain yang dipandang perlu .

PETUNJUK  PERNGISIAN ANAK LAMPIRAN I-f
	NO
	NOMOR KODE
	URAIAN

	1
	1)
	Tulislah nama Jabatan yang berwenang menetapkan penghentian Tunjangan Jabatan 

	2
	2)
	Tulislah Nomor Keputusan yang dimaksud dalam angka 1

	3
	3)
	Tulislah nama Tunjangan Jabatan tersebut sebagaimana dimaksud dalampasal 1 Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun2002 

	4
	4)
	Tulislah nama Pegawai Negeri Sipil yang dikenakan penghentian/penghentian sementara dari Jabatan Fungsional tersebut dbg dalam angka 3 

	5
	5)
	Tulislah NIP dari Pegawai Negeri Sipil yang dimaksud dalam angka 4 

	6
	6)
	Tulislah  nama Jabatan yang mengangkat Pegawai Negeri Sipil tersebut pada angka 4 ke dalam Jabatan  Fungsional  

	7
	7)
	Tulislah  Nomor dan tanggal surat Keputusan pengangkatan dalam Jabatan 

	8
	8)
	Tulislah pangkat dan golongan ruang Pegawai Negeri Sipil yang dimaksud pada angka 5

	9
	9)
	Tulislah satuan Organisasi/Unit tempat bekerja Pegawai Negeri Sipil tersebut pada angka 5

	10
	10)
	Tulislah instansi tempat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut pada angka 5

	11
	11)
	Tulislah dalam angka dan huruf besarnya Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor yang menjadi hak Pegawai Negeri Sipil 

	12
	12)
	Tulislah tanggal mulai Pegawai Negeri Sipil tersebut berhak menerima Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor

	13
	13)
	Tulislah tempat ditetapkannya Keputusan pemberian Tunjangan Jabatan tersebut

	14
	14)
	Tulislah tanggal ditetapkan Keputusan tersebut

	15
	15)
	Tulislah nama Pejabat dan NIP  Pejabat yang menandatangani Keputusan tersebut 

	16
	16)
	Tulislah tgmulai berlakunya penghentian/penghentian sementara Tunjangan Jabatan tersebut di atas

	17
	17)
	.tulislah tempat ditetapkan Keputusan 

	18
	18)
	Tulislah tanggal penetapan Keputusan 

	19
	19)
	Tulislah nama dan NIP dari Jabatan tersebutpada angka 1

	20
	20)
	Tulislah nama dan tempat Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang meliputi Wilayah kerja Pegawai Negeri Sipil tersebut melaksanakan tugas

	21
	21)
	Tulislah nama tempat Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan dimana Pegawai Negeri Sipil tersebut diangkat menduduki Jabatan Fungsional


LAMPIRAN II  KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 

NOMOR
: 08 TAHUN 2002

TANGGAL
: 29 MEI 2002

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 23 TAHUN 2002

TENTANG

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang
: bahwa dalam rangka meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian, dan semangat kerja bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Auditor, dipandang perlu memberikan Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor.

Mengingat
:  1.  Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945

2. Undang Undang Nomor 8 Tahun1974 tentang Pokok-pokok  Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara  Nomor 3041) sebagaimana telah  diubah dengan Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara  Nomor 3890) 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara  Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 49);

4. Pp Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara  Nomor 3547);

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil .

MEMUTUSKAN

Menetapkan
: KEPUTUSAN  PRESIDEN  TENTANG  TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL  AUDITOR

Pasal  1

Dalam Keputusan Presiden iniyang dimaksud dengan Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Auditor adalah Tunjangan Jabatan Fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Auditor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

Pasal  2

Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Auditor, diberikan Tunjangan Auditor setiap bulan.

Pasal   3

Besarnya Tunjangan Auditor sebagaimana dimaksud dalampasal 2 adalah sebagaimana tercantum dalamLam Keputusan Presiden ini.

Pasal  4

Tunjangan Auditor sebagaimana dimaksud dalampasal 3 terhitung mulai bulan Januari 2002

Pasal  5

Pemberian Tunjangan Auditor dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalampasal 2 diangkat dalamj Struktural atauj Fungsional lain,atau karena hallain yang mengakibatkan pemberian Tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

Pasal   6

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini, diatur oleh Menteri Keuangan dan/atau Kepala Badan Kepegawaian Negara, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri menurut bidang tugasnya masing-masing .

Pasal  7

Keputusan Presiden inimulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 23 April 2002

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

TTD.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
LAMPIRAN 

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 
: 08 TAHUN 2002

TANGGAL 
: 23 APRIL 2002

	NO
	JABATAN FUNGSIONAL
	JABATAN
	BESAR TUNJANGAN

	1
	2
	3
	4

	1
	Auditor Ahli
	Auditor Ahli Utama

Auditor Ahli

Auditor Ahli

Auditor Ahli
	Rp. 1.000.000,-

Rp.    725.000,-

Rp.    475.000,-

Rp.    225.000,-

	2
	Auditor Trampil
	Auditor penyelia

Auditor Pelaksanaan Lanjutan

Auditor Pelaksanaan 
	Rp.    360.000,-

Rp.    200.000,-

Rp.    125.000,-


PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

TTD.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
LAMPIRAN III

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 
: 08 TAHUN 2002

TANGGAL 
: 23 APRIL 2002

MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

NOMOR 17/KEP/M.PAN/4/2002

TENTANG

PENYESUAIAN PENAMAAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR

MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

Menimbang
: a.  bahwa sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional  Pegawai Negeri Sipil dipandang perlu menyesuaikan penamaan Jabatan Fungsional Auditor untuk masing-masing jenjang sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19/1996 ;
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara tentang Penyesuaian Penamaan Jabatan Fungsional Auditor.

Mengingat
: 1.  Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok  Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara  Nomor 3041) sebagaimana telah  diubah dengan Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara  Nomor 3890) 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara  Nomor 3647) ;

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil .
4. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 1996 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya.

MEMUTUSKAN
Menetapkan
: KEPUTUSAN  MENTERI  NEGARA  PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA TENTANG PENYESUAIAN PENAMAAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR

Pasal  1

Menyesuaikan penamaan jenjang Jabatan Fungsional auditor sebagaimana diatur pada Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 1996 beserta Lampirannya menjadi sebagai berikut :

1. Jenjang Ahli 

a. Auditor Ahli Utama menjadi Auditor Ahli Utama

b. Auditor Ahli Madya menjadi Auditor Ahli Madya

c. Auditor Ahli Muda menjadi Auditor Ahli Muda

d. Auditor Ahli  Pratama menjadi Auditor Ahli Pertama

2. Jenjang trampil

a. Auditor Trampil Muda menjadi Auditor Penyelia
b. Auditor Trampil Pratama  menjadi Auditor Pelaksana Kanjutan

c. Auditor Trampil Pemula menjadi Auditor Pelaksana

Pasal  2

Dengan berlakunya Keputusan ini penamaan yang digunakan untuk  pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Auditor dan penetapan Angka Kreditnya ditetapkan berdasarkan Keputusan ini.

Pasal  3

Penetapan Jabatan Fungsional Auditor yang dilakukan sebelum berlakunya Keputusan ini tetap berlaku .

Pasal  4

Segala ketentuan yang mengatur mengenai Jabatan Fungsional Auditor disesuaikan dengan Keputusan ini .

Pasal   5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 9 April 2002

MENTERI

NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

FAISAL TAMIN
